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a. bahwa berdasarkan Pasal 21 Peraturan Pemerintah 
Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 
18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 
mengamanatkan bahwa pada urusan pemerintahan di 
bidang kesehatan, selain unit pelaksanan teknis dinas 
daerah provinsi, terdapat rumah sakit daerah provinsi 
sebagai uhit organisasi bersifat khusus yang 
memberikan layanan secara profesional dan memiliki 
otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik 
Daerah, serta bidang kepegawaian, · 

b. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja layanan 
rumah sakit daerah sebagai salah satu fasilitas 
pelayanan kesehatan yang mempunyai karakteristik 
dan organisasi yang sangat kompleks, perlu didukung 
dengan kebijakan daerah; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 
Peraturan Gubernur tentang Pembentukan, Susunan 
Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Rumah 
Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso Provinsi 
Kalimantan Barat; 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5036) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang 
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara 
Re ublik Indonesi 
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3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah 
Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5072), sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang 
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6573); 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6398); 

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5494); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga 
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5607); 

8. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi 
Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6780); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 
2019 ten tang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6402); 
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10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang 
Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang 
Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6659); 

12. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang 
Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk 
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 
Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 
tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang 
Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 
tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213); 

16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 
tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21); 

17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang 
Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan 
Fungsional (Berita Negara Repu blik Indonesia Tahun 
2021 Nomor 525); 

18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang 
Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi 
Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546); 

19. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi 
Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi 
Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan 
Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir 
dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang 

- 3 - 

https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k


Scanned with CamScanner 

ABIBTEN I BEKDA PltRANOKAT DAltRAII KARO 

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat. 
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan Provinsi Kalimantan Barat. 

3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat. 
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat. 
5. Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat yang selanjutnya disebut 

Dinas adalah perangkat daerah Provinsi Kalimantan Barat yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. 

6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat. 
7. Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso Provinsi Kalimantan Barat 

yang selanjutnya disebut RSUD dr. Soedarso adalah unit organisasi 
bersifat khusus Provinsi Kalimantan Barat yang memberikan layanan 
secara profesional dan memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan 
barang milik Daerah, serta bidang kepegawaian. 

8. Direktur adalah Direktur RSUD dr. Soedarso. 
9. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi 

pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang 
bekerja pada pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. 

10. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN 
adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian 
kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas 
dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan 
digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 1 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN, 
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA 
KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER SOEDARSO 
PROVINS! KALIMANTAN BARAT. 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN: 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran 
Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 5, 
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat 
Nomor 5); 

20. Peraturan Gubernur Nomor 113 Tahun 2021 tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, 
serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan 
Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 
2021 Nomor 113); 
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ASJSTEK I BEKDA PERANGKAT DAERAH 
PE KAIUIA 

KARO 

11. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara 
Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN 
secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan 
pemerintahan. 

12. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan 
tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan 
dan pembangunan. 

13. Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan 
Administrasi pada pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. 

14. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan 
tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada 
keahlian dan keterampilan tertentu. 

15. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan 
Fungsional pada pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. 

16. Otonomi adalah kewenangan dalam pengelolaan keuangan dan barang 
milik daerah serta kepegawaian, meliputi perencanaan, pelaksanaan dan 
pertanggungjawaban keuangan serta penggunaan dan penatausahaan 
barang milik daerah. 

17. RSUD BLVD adalah RSUD dr. Soedarso yang menerapkan Pengelolaan 
Keuangan Sadan Layanan Umum Daerah. 

18. RKA Dinas adalah Rencana Kegiatan dan Anggaran Dinas Kesehatan 
Provinsi Kalimantan Barat. 

19. RKA RSUD adalah Rencana Kegiatan dan Anggaran RSUD dr. Soedarso. 
20. DPA Dinas adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kesehatan 

Provinsi Kalimantan Barat. 
21. DPA RSUD adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran RSUD dr. Soedarso. 
22. RBA adalah Rencana Bisnis dan Anggaran RSUD dr. Soedarso. 
23. BMD adalah Barang Milik Daerah Provinsi Kalimantan Barat dalam 

penguasaan RSUD dr. Soedarso untuk penggunaan dan 
penatausahaannya. 

24. Instalasi/Uhit adalah unit kerja non struktural non fungsional sebagai 
tempat pelayanan. 

25. SOP adalah Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan oleh direktur. 
26. SPA adalah Sarana Prasarana Alat yang digunakan dalam pelayanan medis 

maupun non ;111edis di RSUD dr. Soedarso. 
27. SOM adalah · Sumber Daya Manusia baik pegawai PNS maupun pegawai 

non PNS. 1 

28. Satuan Pengawas Internal yang selanjutnya disebut SPI adalah unsur 
pengawasan internal yang bertugas melaksanakan pengawasan internal 
terhadap pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya (sumber daya 
manusia, keuangan, perlengkapan dan metode) di RSUD dr. Soedarso. 

29. Staf Medis adalah dokter, dokter gigi, dokter spesialis/sub spesialis dan 
dokter gigi spesialis/ sub spesialis di RSUD dr. Soedarso. 

30. Kredensial adalah proses evaluasi terhadap staf medis untuk menentukan 
kelayakan diberikan kewenangan klinis ( clinical privilege). 

31. Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan 
terhadap pengelolaan BLUD. 

32. Komite adalah wadah non struktural yang terdiri dari tenaga ahli atau 
profesi. 
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ABISTEH I SEKDA PERANGKAT DA&RAH KARO 

(1) Hubungan kerja antara RSUD dr. Soedarso dengan Dinas bersifat 
koordinasi. 

(2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dalam rangka 
sinkronisasi perumusan kebijakan dan pelaksanaan program kesehatan 
daerah. 

(3) Perumusan kebijakan dan pelaksanaan program kesehatan daerah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari tugas dan 
fungsi Dinas sebagai penyelenggara urusan pemerintahan bidang 
kesehatan di daerah. 

Pasal 4 

Bagian Kedua 
Tata Hubungan Kerja 

(1) RSUD cir. Soedarso adalah fasilitas pelayanan kesehatan milik daerah 
dengan karakteristik dan organisasi yang bersifat khusus untuk 
mendukung penyelenggaraan pelayanan kesehatan daerah. 

(2) RSUD cir. Soedarso dipimpin oleh direktur yang merupakan seorang tenaga 
medis dan memiliki kemampuan serta keahlian di bidang perumahsakitan. 

(3) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada 
Kepala Dinas yang dilaksanakan melalui penyampaian laporan keuangan, 
laporan penggunaan dan penatausahaan barang milik daerah, serta 
laporan bidang kepegawaian. 

(4) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan 
untuk sinkronisasi pencapaian basil pembangunan kesehatan daerah. 

Pasal 3 

Bagian Kesatu 
Kedudukan 

BAB III 

KEDUDUKAN DAN TATA HUBUNGAN KERJA 

Pasal 2 

f:".JDengan Peraturan Gubernur ini, dibentuk ~nit organisasi bersifat khusus 
~ RSUD cir. Soedarso yang memberikan layanan kesehatan secara profesional 

dengan klasifikasi kelas A sesuai Keputusan Menteri Kesehatan Republik 
,--Indonesia. 

(2) 6nit organisasi bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lJ1RSUD dr. Soedarso memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan 
barang milik Daerah serta bidang kepegawaian sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

BAB II 
PEMBENTUKAN 
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KARO Pr.JVJ<CKAT DilllAH A.IISTgll I sgKDA 
HVKUN PDlllAKAJISA 

Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, RSUD 
dr. Soedarso mempunyai fungsi: 
a. perumusan program kerja RSUD dr. Soedarso; 
b. perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di bidang umum, pengelolaan 

keuangan dan barang milik daerah, serta kepegawaian di lingkungan RSUD 
dr. Soedarso; 

c. pelaksanaan kegiatan di bidang pelayanan medik dan keperawatan, 
penunjang, pendidikan pengembangan profesi serta administrasi dan 
keuangan; 

d. penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai 
dengan standar pelayanan rumah sakit; 

e. pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan 
kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan 
medis; 

f. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam 
rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan 
kesehatan; 

g. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan, serta penapisan teknologi 
bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan 
memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan; 

h. pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja lnstansi 
Pemerintah (SAKJP}, dan pelayanan publik di lingkungan RSUD dr. 
Soedarso; 

i. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas di bidang 
pelayanan rumah sakit dan kesehatan daerah; dan 

j. pelaksanaan fungsi lain di bidang pelayanan rumah sakit dan kesehatan 
daerah yang diberikan oleh Gubemur atau Kepala Dinas sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

Pasal 6 

RSUD dr. Soedarso mempunyai tugas memberikan pelayanan kesehatan 
perorangan secara paripuma sesuai ketentuan peraturan perundang­ 
undangan. 

Pasal 5 

Bagian Kesatu 
Tugas dan Fungsi 

BAB IV 
TUGAS DAN FUNGSI SERTA SUSUNAN ORGANISASI 
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{ 1) Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a mempunyai tugas 
membantu Gubernur dalam mendukung penyelenggaraan pelayanan 
kesehatan daerah. 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), 
Direktur menyelenggarakan fungsi : 
a penetapan program kerja RSUD cir. Soedarso; 
b. pengoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan RSUD 

cir. Soedarso; 
c. penetapan kebijakan penyelenggaraan RSUD cir. Soedarso sesuai 

dengan kewenangannya; 
d. penyelenggaraan kegiatan di bidang pelayanan medik dan keperawatan, 

penunjang, pendidikan pengembangan profesi serta administrasi dan 
keuangan rum.ah sakit; 

e. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pelaksanaan tugas dan 
fungsi di lingkungan RSUD cir. Soedarso; 

f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan reformasi 
birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), 
dan pelayanan publik di lingkungan RSUD dr, Soedarso; 

g. pelaksanaan evaluasi, pencatatan, dan pelaporan tugas dan fungsi 
di lingkungan RSUD cir. Soedarso; 

h. pemberian saran dan pertimbangan kepada Gubemur atau Kepala 
Dinas di bidang pelayanan rumah sakit dan kesehatan daerah; dan 

i. pelaksanaan fungsi lain di bidang pelayanan rumah sakit dan 
kesehatan daerah yang diberikan oleh Gubemur atau Kepala Dinas 
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 8 

Bagian Ketiga 
Direktur 

Susunan organisasi RSUD cir. Soedarso terdiri dari : 
a Direktur; 
b. Wakil Direktur Pelayanan Medik dan Keperawatan; 
c. Wakil Direktur Penunjang; 
d. Wakil Direktur Pendidikan Pengembangan Profesi; dan 
e. Wakil Direktur Administrasi dan Keuangan. 

Pasal 7 

Bagian Kedua 
Susunan Organisasi 
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KARO 
Hl!XUM 

Saa>A 

( 1) Bidang Pelayanan Medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat ( 1) 
huruf a dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas 
melaksanakan kegiatan di bidang pelayanan medik, serta 
bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi 
di bidang pelayanan medik. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (lJ, Bidang 
Pelayanan Medik menyelenggarakan fungsi : 
a. penyusunan rencana kegiatan Bidang Pelayanan Medik; 
b. penyiapan bahan di bidang pelayanan medik; 
c. pelaksanaan kegiatan di bidang pelayanan medik; 
d. pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya, dan keselamatan pasien di 

bidang pelayanan medik; 
e. pengoordinasian kegiatan di bidang pelayanan medik; 
f. pemberian saran dan pertimbangan kepada Wakil Direktur Pelayanan 

Medik dan Keperawatan berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang 
pelayanan medik; 

Pasal 10 

(1) Wakil Direktur Pelayanan Medik dan Keperawatan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 7 huruf b, membawahi : 
a. Bidang Pelayanan Medik; dan 
b. Bidang Keperawatan dan Kebidanan. 

(2) Wakil Direktur Pelayanan Medik dan Keperawatan berada di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Direktur serta mempunyai tugas melaksanakan 
pelayanan medis dan pelayanan keperawatan dan kebidanan sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wakil 
Direktur Pelayanan Medik dan Keperawatan menyelenggarakan fungsi : 
a. penyusunan program kerja di bidang pelayanan medis serta pelayanan 

keperawatan dan kebidanan; 
b. pengoordinasian dan pelaksanaan pelayanan medis serta pelayanan 

keperawatan dan kebidanan; 
c. pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya dan keselamatan pasien di 

bidang pelayanan medis serta pelayanan keperawatan dan kebidanan; 
d. pemberian saran dan pertimbangan kepada Direktur berkenaan dengan 

tugas dan fungsi di bidang pelayanan medis serta pelayanan 
keperawatan dan kebidanan; 

e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan medis serta 
pelayanan keperawatan dan kebidanan; dan 

f. pelaksanaan f ungsi lain di bidang pelayanan medik dan keperawatan 
yang diberikan oleh Direktur sesuai ketentuan peraturan perundang­ 
undangan. 

Pasal 9 

Bagian Keempat 
Wakil Direktur Pelayanan Medik dan Keperawatan 
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~, 

(r) Wakil Direktur Pmunjang ~ dimakswf, daiam Pa.sa,J 7 bwur ~ .. 
mernba .... ahi : 
a, Sidang Penunj.ang Medtl<,; 
b, l'fdang Fmunjang Non Medik; dart 
c Bi<J.ang Jn!onnas' dan Rekam tdik.. 

(2)) W.akil Direktur Penunjang berada di bawah dan bertanggungjawab ~ 
Pirnkturr serta. mempunyai tu~ me-1:aksanalr..an kegiatan penunjang: -~ 
pm!Jnjang non ~ik, serta infmmasi- rum rekam medik ~ ~an 
~t.u.ran paunda.ng:-undangan. 

Bagjan Kelima 
WakJ1 Di-rektur Penunjang 

Pasu 12 

~~~ :-z..-a. da,.1 pertfmberrgan kepa:d'a Wa.~11 Dfrrer.ctur ~i'.a.J:ar..an 
~: .r d:a. Kepezraw~..an ~keneani den.gar, ru~ dan fwlg;s.i, di ·bicf.a:rg 

pe-~..;;·e..~ kepe:r'awa.v...-n cf.an~; 
~ ~~~~ ia.::1~ evru'ua-s-v d'.an. pelapcrarn di bidang petaya:ruitl! ke~ 

d;::;.JI keb£dar~-rii,, terrnasuk impi'emem.as~ sumdm- ai!-ar~ Rum.ah 
Sf:J<l!; <fan 

h~ ~k.~.an&an timg_s:v Fain d:i Mang pelaya.rran ~-w-at:an dan. 
k.erid':anan yang droeri.J.c.a,n oreh Wakl1 DiTeknlT<' ~-:-arum V..emk den 
fl~awaum sesuai ketefLltuan pe:ratUTan pen.r:nda~-~ 

e. ~.:gx.r.:-c. 6 fa-i k--g'2;-2n d~ bfrfung pefa.yarum l<eper.c:1.Wa!2!l\ dan 
;rer:.i.c~:::-~- 

!2i oeg.,-- ;;;p--:. d::-~u .... pe:cz E_-~r f[ , cuifu.n_ 
~_.e-~~ i'?:3 •r .;-,--,,::~~~ r:::e::ry~se= aI,::an furt~ : 
~ ;:e:::-r.:.;:J;~ -~i"?-2 .. ...g::.-2::i Br'~~ a-mn d:an ~-rr-­ 
~- r~.!h?-=i ~,."""'~ c ofrf,;:.~ ~ya_~ ~ atazs ~· ~mda-n -:.:n; 
c, ~~.- z--:.c- - ;:"'g;:::"v - ci5 oM2:rrg: pefaya.1"!Zn ke-~ azan d.a;r:t 

;'1-~·i&~-- 
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• t i,.!Aang Penmr.,ang • .on Malik sebagaumroa dimassad dalarn Pa-..c:;al 12 
ardt l hwuf b dipimpin .oJeh seorang Kepala Bidang y-c:.ng mempuny-· 
tugaa ,aksanakan keyjatan di bidang penunjang non medik.. 

f2 Un:tuk meJaksmakan tngas sehagaimaua diroaksud pada ayat (1 ~ · ~s.ng, 
Pen:unja:ng on Medik menye1enggarakan fungsi : 
a. pmyusunan rencaoa kegiat;m Bidang Penunjang on lledik 
b, penyiapan bahan di bidang penunjang non medik; 

Pasal 14 

g, ~~~L, 

~ L1'b: 
e'7.a!U2si ruin pelapoian di bida:ng pen~ 
~ standar akRditasi Rn:mab s.akn; dan 

.tmJ~~ Jam di bidang pemmjang fflif"fb1r yang~~ 
Pem mjang sesizai ketenman peratusan pen:.u..:oU.C~i:;:- 

~~ p-r-.,;?.'l.ri....:..,....~ i::eg¢an ci ~ pem:rojmg Il'lffi11'; 
~~~ ~ ca,] pe.2:i •he:ngan ~ akil Drrekt!rr Pen~~ 
~~-2:1 &T~ wga:s am fungsi di biidang pemmjang .IDC'l:i::::s;; 

' 

~.,a~~~~~ Jrer::---G?i.c: ~c:,, dan 15:eseb; e·F•• p;c.'-sfe:r 
~ ri-:~-§ ;a :•: ;dri:g, ~~"15:; 

2 :: __ ~ --..f ;:- 1--=-.::: :.,::.- ~ 'YfF 2r c a c:-eks:rn ri,:: - ,;:; a~a _ Ric-a:::g 
----,-:_~,., 3: - £ ::...r-----:!.:~k;p-, F-,251 : 

~ ~ ~ ~s ·-:,:--1= :a-.,-;..- g, J.- .s c::e::::;xc:r_=I t--.sr~ 
fe:r?-C'f? E:-£< :f =t-:;;; i? - C: ::i,_;,~-2 :-E .]a:::::g r:::iec:-;r 

2 a:_-.::.:: -l 

~ ... - 
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, A~ISTEN l · 
PJ:~GKAT DAEIIAH . KARO 

HUKO'lt SEK:OA 

(1) Wakil Direktur Pendidikan Pengembangan Profesi sebagaimana dimaksud. 
da1am Pasal 7 huruf d, membawahi: 
a. Bidang Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian; dan 
b. Bidang Pengembangan Profesi . 

Bagian Keenam 
Wakil Direktur Pendidikan Pengembangan Profesi 

Pasal 16 

{ ) B~g Informasi dan Rekam Medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 
ayar fl) buruf c dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mernpunyai 
ragas melaksanakan kegiatan di bidang informasi dan rekam medik. 

nruk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang 
l:nfon::n.asi dan Rekam Medik menyelenggarakan fungsi : 
a penyusunan rencana kegiatan Bidang lnformasi dan Rekam Medik; 
b. penyiapan bah.an di bidang informasi dan rekam medik; 
c. peJaksanaan kegiatan di bidang informasi dan rekam medik; 
d.. pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya, dan keselamatan pasien di 

bidang infonnasi dan rekam medik; 
e. pengoordinasian kegiatan di bidang informasi dan rekam medik; 
f. pemberian saran dan pertimbangan kepada Wakil Direktur Penunjang 

berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang informasi dan rekam 
medik; 

g. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang informasi dan rekam 
medik, tennasuk implementasi standar akreditasi Rumah Sakit; dan 

h. pelaksanaan fungsi Iain di bidang informasi dan rekam meclik yang 
diberikan oleh Wakil Direktur Penunjang sesuai ketentuan ])eraturan 
perundang-undangan. 

Pasal 15 

n edik; 
· ~ . dan kesels matan pasien di 

. i -: 
" n i · ,.. g penunjs ng n n medik: 

~ _ ..;:::n _ ran pernmbsngan kepad \\ akil Direktur Penunjang 
~-s:..:..-c ..... • ~ n rug s dsn fungs · di bidang penunjang non medik; 

~- ~~-:::.-:ID. e\ , si dan pe]a.poran di bidang penunjang non medik, 
.. ._...__s:!k on""~ tasi standar akreditasi Rumah Sakit; dan 
vo=..::,.:- .... naan fungsi lain di bidang penunjang non medik yang diberikan 
- .....1:"1 ·~:-i Direktur Penunjang sesuai ketentuan peraturan perundang- 
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, A~lSTE.N I SEKDA PICRANCKAT DAERAJI KARO 

Pasal 17 
( 1) Bidang Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 16 ayat (1) huruf a dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang 
mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang pendidikan, pelatihan 
dan penelitian. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang 
Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian menyelenggarakan fungsi : 
a. penyusunan rencana kegiatan Bidang Pendidikan, Pelatihan dan 

Penelitian; 
b. penyiapan bahan di bidang pendidikan, pelatihan dan penelitian; 
c. pelaksanaan kegiatan di bidang pendidikan, pelatihan dan penelitian; 
d. pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya di bidang pendidikan, 

pelatihan dan penelitian; 
e. pengoordinasian kegiatan di bidang pendidikan, pelatihan, dan 

penelitian; 
f. pemberian saran dan pertimbangan kepada Wakil Direktur Pendidikan 

Pengembangan Profesi berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang 
pendidikan, pelatihan, dan penelitian; 

g. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan, pelatihan, 
dan penelitian, termasuk implementasi standar akreditasi Rumah Sakit; 
dan 

h. pelaksanaan fungsi lain di bidang pendidikan, pelatihan dan penelitian 
yang diberikan oleh Wakil Direktur Pendidikan Pengembangan Profesi 
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

( ) Wakil Direktur Pendidikan Pengembangan Profesi berada di bawah dan 
benang.gung jawab kepada Direktur serta mernpunyai tugas melaksanakan 
kegiatan di bidang pendidikan, pelatihan dan penelitian serta 
pengembangan profesi. 

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wakil 
Direktur Pendidikan Pengembangan Profesi menyelenggarakan f ungsi : 
a. penyusunan program kerja di bidang pendidikan, pelatihan dan 

penelitian serta pengembangan profesi; 
b. pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di bidang pendidikan, 

pelatihan dan penelitian serta pengembangan profesi; 
c. penyelenggaraan kegiatan teknis operasional dalam pendidikan, 

pelatiban dan penelitian serta pengembangan profesi; 
d. pemberian saran dan pertimbangan kepada Direktur berkenaan dengan 

tugas dan fungsi di bidang pendidikan, pelatihan dan penelitian serta 
pengembangan prof esi; 

e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan, pelatihan 
dan penelitian serta pengembangan profesi; dan 

f. pelaksanaan fungsi lain di bidang pendidikan pengembangan profesi 
yang diberikan oleh Direktur sesuai ketentuan peraturan perundang­ 
undangan. 
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J --;·a ~li'21' h=[:oi, .. ~ ca:i ~ S!eMP?- . e I e mmaksod ii-='.lar:, 
?a.~J 7 ~ JTT..J.! ~ ~~£}!\ ...... :::,; 

a, ~.:) 1V:::r2!!::i; 

o .. ~ ~4'] ntgta.:J mri~ a::n 
~~ .~K~~ 

a ~.,11 ~.li>..u d...:6::us:uasl oan ~ be:rada m balrah can 
~~~~~~~Berta~ rngas me1al-sa:malan 
~ di ~ ke.ae~ HmJUD., perencanaan3 aser mm 
r..t;Ua ~ 

(2) U !l~ ~~ Ul~ ~ana mmaksud pada ayat (2}~ Wakil 
0,rti r Ad.mm~ dan Kenan~~ nmgsl: 
a. ~ unan pzog7am kerja di bidang kesekretariatan, umum, 
~~~aae:tdan~ 

b. penyusunan rencana dan kegiaian di bidang kesek:retariatan, umu:m, 
perencanaan, aset dan keuangan; 

~ r.s+r: J., 
j -·.-···· ' ri~:~-.--i ------,. -- 

:Baffem ~ill) 

alfil :Ifu'P..:ktu:T ~i1 tr .-.6 • :asi ClE::1 ,E~;ga:n 

1). ~~ ~:;.......-,...rn "D: ~~ jF!PP- ·fiHPc::a:n ~ Tf'DBEF ~­ 
~~ ~ -fum ~ :ne:5~r, 

~. ?""~<??:!) ~~ 'ID l'I!tlmr___g ..fE• IF• ,j1 fi3 t,gat' ?TIJ~ "EI'iB_::B m!".m· .. 
- .~~ :aren fan ;n:: ~u-i-- 
~~aan -·~nraii ::rn•m1 -R"J:5:aii ~ ni :,j'1a:JL ?"'Jb,O'f'T""'J)1rngrm 
7-ph· ~zg? ::D:e:iJE,., ·~ c;aaTI .:furn ::mJ:} ::rrEfiJF . 

-~. ~·~~ ~a,a;, ni 11~ ]'.EI).E""Titanga:n ~Ts; 
~J:il s.. -~~:ali: :tan ::n:m ::u:ern[G 
~ ~ "'7:m ~ ~ ~ Dil-..J:::.--r .?e:,:::;j--i]bm 

~~ - :: ~ ~f~ D!"!lPBTI ~ -3E:) JII:Jffe :ffi '!JBa..~ 
~ ~:?TI:a:ea~:ill: ~iia::t.:n.::o:ne,ik 

:g.. ~lt3J...:~ --'.$111 ~,.~ :mm :7~:rran iii nr:i:a:n;g ])"~JllDP7J"Fn ;rnfesi 
,~_ga ~-1ik. ~stan ,mm :mm !IDe!lik, ~ DT_?f"'mf"::i~ 
~ ~ ~ . r-mnan Sal:i±: ±ran 

~hl~,:r-i ,-J.Ul_gm .lain 5i ili.iiiang~b:anga:n :;rrares1 ~ inber:::kr::i 
~.J-ur ff!Ililidikan Pengemban_gan P.rmes! ;ses:iai ~m:s.n 

~~~ ~.unfumg-,m:d;mga:n 

::r-~:i:-e'.:C?Srt::c~ej;2..21J~~- 1,..::-=1 0,221-a; ~: 

·1 

E:::ErE::::G:E:::::.,:r..r: -r~ im u5 _pam:. 
~-;;ar: ~ , .... _i£e~;~ __ -;ar -m~: 

-~ 
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(1) Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a 
dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang mempunyai tugas 
melaksanakan kegiatan ketatausahaan, kerumahtanggaan, organisasi, 
kepegawaian, hukum, hubungan masyarakat, dan pemasaran. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian 
Umum menyelenggarakan fungsi: 
a. penyusunan rencana kegiatan Bagian Umum; 
b. perencanaan dan pelaksanaan kegiatan umum, ketatausahaan, 

kerumahtanggaan, organisasi, kepegawaian, hukum, hubungan 
masyarakat, dan pemasaran; 

c. pengembangan sistem dan prosedur untuk menunjang kelancaran 
pelaksanaan kegiatan di bi dang um urn, ketatausahaan, 
kerumahtanggaan, organisasi, kepegawaian, hukum, hubungan 
masyarakat, dan pemasaran; 

d. pengoordinasian kegiatan di bidang umum, ketatausahaan, 
kerumahtanggaan, organisasi, kepegawaian, hukum, hubungan 
masyarakat, dan pemasaran; 

e. pemberian saran dan pertimbangan kepada Wakil Direktur Administrasi 
dan Keuangan berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang umum, 
ketatausahaan, kerumahtanggaan, organisasi, kepegawaian, hukum, 
hubungan masyarakat, dan pemasaran; 

f. pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang 
umum, ketatausahaan, kerumahtanggaan, organisasi, kepegawaian, 
hukum, hubungan masyarakat, dan pemasaran; dan 

g. pelaksanaan fungsi lain di bidang umum yang diberikan oleh Wakil 
Direktur Administrasi dan Keuangan sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

Pasal 20 

c. pengembangan sistem dan prosedur untuk menunjang kelancaran 
pendukung pelayanan; dan 

d. pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di bidang kesekretariatan, 
umum, perencanaan, aset dan keuangan; 

e. pelaporan terhadap pelaksanaan refonnasi birokrasi, Sistem 
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan 
publik di lingkungan RSUD dr. Soedarso; 

f. pemberian saran dan pertimbangan kepada Direktur berkenaan dengan 
tugas dan fungsi di bidang kesekretariatan, umum, perencanaan, aset 
dan keuangan; 

g. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesekretariatan, umum, 
perencanaan, aset dan keuangan; dan 

h. pelaksanaan fungsi lain di bidang administrasi dan keuangan yang 
diberikan oleh Direktur sesuai ketentuan peraturan perundang­ 
undangan. 

- 15 - 
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Pasa125 

1) P<tjabat Administrasi _yang belu.m dian,gkat dan dilantik kedalam jabatan 
funpiona] melalui mekanisme penyetaraan jaba.tan dlberikan penghasilan 
, ~:g sama dengan jabatan yang mdutiuki sebelumnya sampai dengan 
dru:1:tapkannya ketenman peraturan perundang-undangan mengenai 
ketttlwan penghasilan Penyetaraan -Jabatan. - · 

.... _.,, ·-r r: s. :.1.·,_·· l .,..~ .- .. l ,. ,,...--; 
"'='"' <'"Y...(....,.,...0-t. .,,_,,... • - • t ' • ...-,--+--.....---+---v--- 

J ~...J~k Jahatan Fungsiona] iberkedudukan di baseah dan bertanggung 
'ar;;al, ~ ~ kepada. Ptjabat P.impinan T'mggi Pratama, Pejaba:t 

-~1:ra!Or, atau Prjabat Pengawas yang memililrl keterkaitan dengan 
~12Y_.smaan tug;u jabatan ftulgsicma.1 beroa.sarkan jenjangnya sesuai 
ze.-mtuan pera:turan penmdang-undan_gan. 

f2J ¥~kmlpok Jabatan Fungsional -eebagaimaoa oimaksud pada .ayat (1) 
mffl1ililci tu_gas memberikan ~layanan ~ yang berdasarkan 
~ dan keterampilan 1l!erta si.stem ketja sesuai ketentuan peraturan 
J'!'!Vndang-Undan,gan.. 

3 J-enis dan ju.mlah Jabatan F1m:1~sicmal dite:tapkan sesuai ketentuan 
pera1Uran perundang-undangan, 

Pasal 24 

4'., ~}r Jaba!:Zll f1 gsional yang diangkat berdasarkan penyetaraan 
·~ Cffl?""S?D?~ tugas dan fungsi Jabatan Administrasi berkaitan 
~~ r_:ayanan teknis fungsional, 

'21 ~gpmg.,a:1an dan pelantikan melalui penyetaraan jaba.tan dilakukan 
c.<.,~ ~ rekcmendasi penetapan persetujuan dari kementerian 

• ~ ~ ket....."'11 an peraturan perundang-undangan, 
f J ?.?~a ~~ daerah yang dilakukan penyetaraan jaba.tan administrasi 

~ da am jaoo1aD fungsional rnenggunakan .sistem kerja sebagai instrument 
iP~ .t.l,S~ d~l:=<:n znelaksanakan tugas dan fungsi sesuai ketentu.an 
~ perundang-undangan. 

A ?en:,-~ !r..stem kerja zneliputi mekanisme kerja .dan pxoses hisnis 
~.Jal ket~ peraturan pemndang-:undangan 

Pasa.l 23 

Bagian Kedelapan 
~~ <l man rl?..n ugas elompok Jabatan Fungsional 

e. 11'1~~ :;2..~ dan pertimbangan kepada Vt aldl Direktur dministrasi 
czn :<IF, ·a gan oe:rkena2n dengan tug.as dan fungsi di bidang 
~ . ~~ an f,ern::32.p an dan piutang, perbendabaraan. pengelolaan 
~FO an.: •cri~ ~ saporan ~gaD; 

~ ~~~ e-~ dan pesaporan pelaksanaan kegiatan di bidang 
PfT?1· ,:eean fiiPJMa:P::.J2.Il can piutang, perbendaharaan, pengelolaao 
~ amn.~ serta la,?oran keuangan; dan 

g, ~~~ fi gsi !am dj bidang keuangan yang diberikan oleh Wakil 
A~· dan ,• euangan sesuai ketentuan peraturan 

~,n,g-~~~...n. 

·V· 
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(1) RSUD dr. Soedarso harus menyelenggarakan tata kelola Rumah Sakit dan 
tata kelola klinis yang baik untuk meningkatkan kinerja layanan secara 
profesional kepada masyarakat. 

:i i ,~=-~17·1 n=A r 
. ... ...... J 

Pasal 29 

BAB VII 

TATAKELOLA 

Bagian Kesatu 
Umum 

(1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, pejabat pimpinan tinggi, 
pejabat administrasi dan pejabat fungsional wajib menerapkan prinsip 
koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan satuan 
organisasi masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan 
pemerintah provinsi serta instansi lain diluar pemerintah provinsi sesuai 
dengan tugas pokoknya masing-masing. 

(2) Setiap pimpinan satuan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), 
wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi 
penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan. 

(3) Setiap pimpinan satuan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), 
bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasi bawahan masing­ 
masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas 
bawahannya. 

(4) Setiap pimpinan satuan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada 
atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat 
waktu. 

(5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan 
bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk 
penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada 
bawahannya. 

(6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan 
laporan wajib disarnpaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara 
fungsional mempunyai hubungan kerja. 

Pasal 28 

BAB VI 
TATAKERJA 

(7) Kompetensi pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara 
kompetensi pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang terkait dengan 
kebijakan desentralisasi, hubungan pemerintah pusat dan daerah, 
pemerintahan umum, pengelolaan keuangan daerah, urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah, hubungan pemerintah provinsi dengan 
dewan perwakilan rakyat daerah provinsi, serta etika pemerintahan. 

(8) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan 
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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(1) Direktur dalam pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
30 ayat (1) bertangungjawab kepada Kepala Dinas. 

(2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 
melalui penyampaian laporan keuangan RSUD dr, :Soedarso. 

(3) Dalam pertanggun,gjawaban keuangan, Direktur melakukan penyusunan 
laporari keuangan yang merupakan bagian dari laporan kinerja sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(4) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disajlkan sebagai 
lampi:ran laporan keuangan dinas. 

(5) Tata cara dan format penyusunan laporankeuangan dilaksanakan sesuai 
ketentuan peraturan pen.m~ang- undangan. 

Pasal 31 

(1) Sebagai unit organisasi bersifat khusus, RSUD dr. Soedarso memiliki 
otonomi dalam pengelolaan keuangan. 

(2) Otonomi dalam pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) meliputi : 
a. perencanaan; 
b. pelaksanaan; dan 
c. pertanggungjawaban keuangan. 

(3) Direktur bertanggung jawab atas pelaksanaan anggaran pendapatan, 
belanja dan pembiayaan RSUD dr. Soedarso. 

Pasal 30 

Bagian Kedua 
Pengelolaan Keuangan 

(2) Dalam menyelenggarakan tata kelola Rumah Sakit dan tata kelola klinis 
) ang baik RSUD dr. Soedarso memiliki otonomi dalam pengelolaan 
keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian. 

(3) Otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi perencanaan, pelaksanaan 
dan pertanggungjawaban keuangan serta penggunaan dan penatausahaan 
barang milik daerah. 

(4) Dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang 
kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur bertanggung 
jawab kepada Kepala Dinas melalui penyampaian laporan keuangan, 
laporan pengelolaan barang milik daerah dan laporan pengelolaan 
kepegawaian RSUD dr. Soedarso. 

(5) Penyampaian laporan keuangan, laporan penggunaan dan penatausahaan 
barang milik daerah dan laporan pengelolaan kepegawaian RSUD dr. 
Soedarso sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sekali dalam 
satu tahun. 

(6) Laporan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan 
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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ASlSTEN I BEKDA Pl!:RANOKAT DAERAII 
Pl!:f.lRA ARSA 

KARO 
JIUKUM 

(1) Seluruh pendapatan RSUD dr. Soedarao BLUD dapat digunakan langsung 
untuk membiayai belanja rumah sakit daerah. 

(2) Pendapatan RSUD dr. Soedarso BLUD sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) meliputi seluruh pendapatan BLUD selain dari APBD. 

(3) Pendapatan RSUD dr. Soedarso BLUD dicantumkan dalam RKA Dinas 
pada kelompok PAD, jenis lain-lain PAD yang sah dan obyek pendapatan 
BLUD. 

Pasal 34 

(1) RKA RSUD dr. Soedarso merupakan lampiran dan menjadi bagian yang 
tidak terpisahkan dari RKA Dinas. 

(2) DPA RSUD dr. Soedarso merupakan lampiran dan menjadi bagian yang 
tidak terpisahkan dari DPA Dinas. 

(3) Dalam pelaksanaan keuangan, Direktur melaksanakan belanja 
berdasarkan DPA RSUD dr. Soedarso sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

(4) Dalam pelaksanaan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), RSUD 
dr. Soedarso BLUD juga melaksanakan anggaran pendapatan dan 
pembiayaan. 

Pasal 33 

( 1) Dalam melaksanakan otonomi pengelolaan keuangan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 31 ayat ( 1), Direktur ditetapkan selaku kuasa 
pengguna anggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Selain selaku kuasa pengguna anggaran sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Direktur memiliki tugas dan kewenangan: 
a. penyusunan RKA RSUD dr. Soedarso; 
b. penyusunan DPA RSUD dr. Soedarso; 
c. penandatanganan surat perintah membayar di lingkungan RSUD 

dr. Soedarso; 
d. pengelolaan utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawab 

RSUD dr. Soedarso; 
e. penyusunan dan penyampaian laporan keuangan RSUD dr. Soedarso; 
f. penetapan pejabat pelaksana teknis kegiatan dan pejabat 

penatausahaan keuangan di lingkungan RSUD dr. Soedarso; dan 
g. penetapan pejabat lainnya di lingkungan RSUD dr. Soedarso dalam 

rangka pengelolaan keuangan daerah. 
(3) RKA dan DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, 

disampaikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah melalui Pejabat 
Pengelola Keuangan Daerah untuk diverifikasi sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

Pasal 32 
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Ullll~OKAT OAt!V,H KARO 
IIUKUM 

tll!:J<OA 

( 1) Sebagai unit organisasi bersifat khusus, RSUD dr. Soedarso memiliki 
otonom.i dalam pengelolaan barang milik daerah. 

(2) Otonomi dalam pengelolaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) meliputi perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban 
penggunaan dan penatausahaan barang milik daerah di lingkungan RSUD 
dr. Soedarso. 

(3) RSUD dr. Soedarso berwenang dan bertanggung jawab dalam pengelolaan 
barang milik daerah dan merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi 
perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, 
pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penatausahaan 
dan pengendatian dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi pengelolaan 
barang milik daerah di lingkungan RSUD dr. Soedarso. 

(4) Direktur rnempunyai wewenang dan bertanggungjawab : 
a. mengajukan rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik 

daerah di lingkungan RSUD dr. Soedarso; 
b. mengajukan permohonan penetapan status penggunaan barang yang 

diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah; 
c. melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah di 

lingkungan RSUD dr. Soedarso; 
d. menggunakan barang milik daerah dalam penyelenggaraan tugas dan 

fungsi RSUD dr. Soedarso; 
e. mengamankan dan memelihara barang milik daerah di lingkungan 

RSUD dr. Soedarso; 

Pasal 36 

Bagian Ketiga 
Pengelolaan Barang Milik Daerah 

ll Pagu anggsran belanja RSUD dr. Soedarso BLUD dalam RKA Dinas yang 
sumber dananya berasal dari pendapatan BLUD sebagairnana dirnaksud 
dalam Pasal 32 ayat (2) dan surplus anggaran BLUD, dirinci dalarn satu 
program, satu kegiatan, satu output dan jenis belanja. 

2 Rincian lebih lanjut dari pagu anggaran belanja RSUD dr. Soedarso BLUD 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dituangkan dalam RBA. 

(3) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan lampiran dari DPA 
Dinas. 

(4) Pembiayaan RSUD dr, Soedarso BLUD merupakan lampiran RKA Dinas 
yang selanjutnya diintegrasikan pada akun pembiayaan pada SKPKD 
selaku BL-UD. 

(5) RSUD dr. Soedarso BLUD dapat melakukan pergeseran rincian belanja 
yang ada pada RBA sepanjang tidak melebihi pagu anggaran perjenis 
belanja pada DPA. 

Pnsal 35 
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u:...::·;: 

( 1) Tata kelola klinis yang baik adalah penerapan fungsi rnanajemen klinis 
yang meliputi: 
a. kepemimpinan klinik; 
b. audit klinis; 
c. data klinis; 
d. risiko klinis berbasis bukti; 
e. peningkatan kinerja; 
f. pengelolaan keluhan; 
g. mekanisme monitor hasil pelayanan; 
h. pengembangan profesional; dan 
i. akreditasi rumah sakit. 

Bagian Kellina 
Tata Kelola Klinis 

Pasal 38 

( 1) Sebagai unit organisasi bersifat khusus RSUD dr. Soedarso memiliki 
otonomi dalam pengelolaan bidang kepegawaian. 

(2) Direktur dapat mengusulkan pengangkatan, pemindahan dan 
pemberhentian pegawai yang berasal dari ASN kepada pejabat yang 
berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(3) Direktur memiliki kewenangan menyelenggarakan pembinaan pegawai yang 
berasal dari ASN dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(4) Direktur rnemiliki kewenangan dalam pengelolaan dan pembinaan pegawai 
di lingkungan RSUD dr. Soedarso sesuai ketentuan peraturan perundang­ 
undangan. 

Bagian Keempat 
Pengelolaan Kepegawaian 

Pasal 37 

f. mengnjuknn usul pemnnfnntan dnn pemindahtanganan barang milik 
dnerah b rupn tnnoh darr/ntau bangunan yang tidak memerlukan 
persetujunn DPRD dnn barang milik daerah selain tanah dan/atau 
bnngunnn; 

g. rnenycrnhkan bnrang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan 
ynng tldnk digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan 
Iungsi RSUD dr. Soedarso dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain, 
kepada Gubernur melalui Pengelola Barang; 

h. mengajukan usu! pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah 
di lingkungan RSUD dr. Soedarso; 

1. melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas 
penggunaan barang milik daerah di lingkungan RSUD dr. Soedarso; 

j. menyusun dan menyampaikan laporan barang pengguna semesteran 
dan laporan barang pengguna tahunan di lingkungan RSUD dr. 
Soedarso kepada Pengelola Barang. 
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AB18TEN I 
PJ:.IUJIOXAT Dl\ltRAII 

PJ:.MaA.KAIUIA 
KARO 

fll!KUM BEKDA 

Pada saat Peraturan Gubemur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur 
Nomor 142 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas 
dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso 
Provinsi Kalimantan (Serita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 
Nomor 142), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 41 
/ 

BABX 
KETENTUAN PENUTUP 

Pada saat Peraturan Gubemur ini mulai berlaku, Pegawai ASN yang 
meJaksanakan tugas pada RSUD dr. Soedarso tetap melaksanakan tugasnya 
sepanjang belum ada penugasan yang baru dari Pejabat Pembina 
Kepegawaian. 

Pasal 40 

BAB IX 
KETENTUAN PERALIHAN 

(1) Pembiayaan RSUD dr. Soedarso dapat bersumber dari penerimaan Rumah 
Sakit, anggaran Pemerintah, subsidi Peroerintah, anggaran Pemerintah 
Daerah, subsidi Pemerintah Daerah, atau sumber lain yang tidak roengikat 
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Selain pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sumber 
pernbiayaan RSUD dr. Soedarso BLUD dapat berasal dari pinjaman. 

Pasal 39 

BAB VIII 
PENDANAAN 

(2) Dalarn menerapkan fungsi manajemen klinis sebagaimana diroaksud pada 
ayat (1), Direktur wajib menerapkan standar, roengutamakan peningkatan 
mu tu dan keselamaran pasien. 

(3) Dalam menerapkan standar, roengutamakan peningkatan routu clan 
keselamatan pasien sebagairnana dimaksud pada ayat (2), RSUD dr. 
Soedarso wajib mengikuti akreditasi sesuai ketentuan peraturan 
perundangan. 
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